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PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR ()| TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

a. bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran
anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian dalam
rincian obyek belanja berkenaan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan pergeseran anggaran
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

0 tentang

Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 202
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021,




Mengingat

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengl:mlu ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indﬂnema‘ Nomor 2828); ) . _
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kﬂl‘l.l'st
dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); _ _
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ‘ .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); _

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Nagm:a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 );

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang
Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor
9);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 154).

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 464);

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 614)
diubah sebagai berikut :




Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
Anggaran 2021 diubah seba

A ran gaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
upati ini.

Kf:tentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
diubah dengan melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar

rint-:l:ian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan /atau pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja yaitu
pada :

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong;
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong;

d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong;

e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Rejang Lebong;
f.  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong;

g. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

i.  Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

j. Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;

k. Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

. Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

m. Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

n. Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

o. Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

p. Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong;

q. Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;

r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

s. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (selaku SKPD);

t.  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam
obyek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada Daftar Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, selanjutnya

dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021. = 2




Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal X  January 2021

BUPATI REJANG LEBONG,

A

H. HIJ
Diundangkan di Curup [
Pada tanggal - 2021
BERL. Jomntiani EE'J-,\'.:-"'—.‘- PARAF
[ HOORDIMNASG
SEKRETARIS DAERAH B

KABUPATEN REJANG LEBONG . ETHRA

b i RAH
: L= o | PR ST HUKUN 1
1 - v oan wr—— -
H. R. A. DENNI I IE.0F OTELTI
b Belusinnst aus
I
R L EaTS Tl |

Rl T mET=T—

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 6§




